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!n sebﬁga: -gmnyldgk datuﬁatm]‘.-'-f .
smmk_ mamp! 4ber§wran ; ) R
dalam perkara pidama pencesm: an éan peng-_ S
rusakan lmgkimgan hidag. Adanya %oordinasi
aniar ms&ans& 5ezkaat dalam geuaﬁgguiangan :
dampak gencemamn dapgi mengizmdari penye~ :
iesamn massdah secara sepnhak EERRERITE R

?endﬁhuiuan

“*Akhir-akhir ini masaiah hngkungan hldup sermg dibahas oleh’ pakarn'
pakar dari berbagai dlszphn 11mt1 ba.lk daiaim forum naszonal maupun
dalarn fomm mternasmnal ' : :

" Di ‘Indonesia masalah’ lingkungan’ hldup sudah mulal dirasakan
dampak negatipnya oleh masyarakat sehmgga sering timbul kerésahan
masyarakat Untuk dapat menanggulangx masaiah tersebut maka seluruh
aparat yang terkarc harus dapat berperan sesuai fungsi dan kewenangan
masmg~masmg berdasarkan ketentuan perundangwundangan yang ‘berlaki,

Hukum Lingkungan saat ini telah ada yaitu Undang-Undang Nomor
4 Tabun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
ngkungan Hldup namain ketentuan itu tzdak dapat dnmplemeatas1kan
tanpa peran seluruh lapxsan masyarakat Oleh sebab itu untuk menczpta-‘
kan kesmambungan lmgkungan hidup yang sehat dan harmonis periu:
penmgkatan pengawasan dan penmdakan hu}mm secara tegas terhadapj
setxap pelanggamya '

Pengeman«pengeman

“Beberapa pengertian yang dapat dijeiaskan sehubungan dengan’
tulisan ini adalah :

B w - r T TR 3



58 Hukum don Pesbangunan

Banvak 155:1}&}1 vang sermg dzguna}can o ghuniulq)__mengar :
"ingkungan’ " ataupun” lmgktmgan “hidup” . Istilah ¢ Hlingkungan dan
lingkungan hidup digunakan dalam pengertian vang sama dan telah di-
kenal di berbagai negara dengan istilah antara lain,. "Environment”.dalam.
bahasa Inggris atan “Lievironnment” dalam bahasa Prancm‘ "Umwelt”
dalam bahasa Jerman, “Miliew” dalam bahasa Belanda, "Alam sekitar *
ialaysia, “Kapagiliran” dalam bahasa Tagalog atan
am bahasa Thai !

okok Peweioia&n h;ng%{ungan__“H;dup _b_ahwﬁ
"Kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
fdap termasuk di dalamnys manusia dan perilaku-
elangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lainnya.” 2

2. Pencemaran dan perusakan lingkengan, " R
Pencemaran lingkungan berarti masuknya atau dlmasukkannyc.
makhluk hidup, zat, energl, dan atau kompcnen lain ke dalam lingkungan
dan a[lel beruoahqya tatanan hngkungan oleh kegzatan manusia atau
proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun. sampal ke tingkat terieni,u_
yang menyebabkan lingkungan menjadl kurdng atau tidan dapat berfungsi
lagi sesual dengan peruntukaﬁnya e _
\ Sedangkan perusa%an hngkungan adalah nnciakan vang memmbul—:
Lan perﬂbqhan Jangsung atan tidak iangsunﬂ terhadap sifat- -sifat fisik atau
hayat; hnakungan yang mengaklbatkan imgkungan i ____kuranﬂ atau tidak
berfung31 1&01 daiam menunjang pembangunan yang _erkesmambungan 3

Peuggunaan 1st1}a3:1 t! _é_kaﬁ"’?encemar ”d_a_n” :Pelusakan”

perusahan hnskungan otomatﬁs Juga melakukan pencéméran' lmgk ng
begitupun sebaliknya. Jadi batasan perbedaannya hanya terietak pada_

prof., Mr., St., Munadjat Danusaputro Hukum Lingkungan Baky I Umum, Bandung Bina Clpta,
1985, p. 62 . e e g i ,

2 Undang-Undang Republik Indengsia Nomor 4 Takua 1982 tentang Kctenman ketentuan Pokok
Péngelalaan ng,iunpan Hldup Kementerian Negara Ke;}endudukan dan’ ngkungan Hsdup, Tahun
1987, p, 3 e

I
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intensitas perbuatan yang:dilakukan-terhadap Hingkimgan.dan-kadar
kerugian vang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

‘Birdstilah-istilahsyang berhﬁbungaﬂ‘fdengan ;penyidikand

Poin diartikan sebagai aiat negara; penegak hukum =yang terutama
'bertuga 'mernehhara kaamanan di dalam negen . :
3. Tindak p}dana - o ,

Bertitik tolak dari 1st1}ah yang dlgunakan dan dasar atan alasan yang
dikemukakan oleh para sarjana hukum yang menggunakan isniah" z:mciak
p;dgma ma}ca dapat diartikan. sebagai suatn. Ez‘makan yang dengan ke~
satahan dilakukan atauiidak dilakukan oleh seseorang yang mampu ber-
tanggung jawab, bersifatmelawan hukum, dilarang atau diharuskan dan
diancam oleh undang-undang, vang terjadi di‘tempat, waktu dan-dalam
keadaan tertentu 3

3 Penyu:iak dan penyxdzkap
?enyadik d1artfkan pejabat pohsz negara Repubhk Indomsaa ‘atan

pe;abat pegawax negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus olzh
undang—undang untuk melaksanakan penyidikan.

.Sedangkan penvidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatar dalam undang—undang untuk mencari
serfa mengumpulkan bukii vang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana vang terjadi dan guna menemukan iersangkanya. §

4 Penyehchk dan pényelidikan.

" Kitab' Undang- Undang Hukum Acara Pzdana meneamtumkan bahwa
pengertmn penyel;drk adalah pejabat polisi: necara Repubhk Indonesia
yang ~diberi wewenang oleh' undang-undang inl’ untuk melakukan
penyehd;kan _

Seda-zgka*: penyehdl}:an disebutkan sehagai serangkalan tindakan
penychdlk untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagax tmdak pidana guna menentukan dapat atau tldaknya dllak,ukan

4 Undang’Undang Repubi:k indonesla ‘Homor 13 Tah\m 1951 tem.ang Letentuan-ketentuan Pokok
Kepolisian MNegara, Lembaga Negars Repubhk indonesia MNo. 245, 1361, p 2

5 8.R. Siantn, S.H. Tiedak Pldans di KUHP Besikut Urmannya, Jakarta ; Penerbit Alumni
AFM-PTHM, 1983, p.1

& A. Tambusnan, S.H., Kiteb Undang-Undsng Hekom Acara Pidana, Jakarta : Biva Cipta, 1982, p. 6-7
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?ememamﬁ ﬁam ?erusakan imgkumgan Hadu@

AL Perumusan ketenman pzci.;ma

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum
pidana, oleh karenz itu -memahami- pengertian tindak pidana adalah
penting sekali.

Dalam pembahasan tindak pidana khususnya yang mengenai
:pencemaran: dan perusakan-lingkungan hidup teniu tidak lepas dari
pengertian tindak pidana sepertiyang telah. disebutkan pada BAB 11 .di
atas dan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 keteniuan p;dana
zm dljumpal pada pasai 22 yang menyatakan bahwa \

1z Barano mapa dengan’ sengaja meiakukan perbuatan Yyang menyebabkan rusak-
nyainglkungan hidup ‘atau tercemarnya. lingkungan hidup vang-diatur ‘dalam
undang-undang: ini ‘atan undang-undang lain: diancam pidana ‘denzan pidana
penjaraselama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atan denda sebanyak banyaknya
Rp.:100.000.000,- (seratus. juta rupiah). - ;

2. Barang siaps karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan

“rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya Engkungan hidip yang diatur dalam
updang-undang-ini atay undang-undang, lain diancam pidana der:gan pxdana
kurungan seIama-Iamanya 1 (satn) :ahun dan atau denda sebanyak banyaknya
Rp. 1.080.000,- (satu Juta ruplah)

3. Perbuatan sebagaimana te’rsebut’dalém ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan
perbuatan sebagalmana tersebui daiam ayat (2) pasal ini adaiah pelanggaran B

B Unsur-unsur tmdak pldana pence"naran dan perusakan hngkungan
hidup.

Diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari lima unsur
yaite unsur subyek; unsur kesalahan; unsur yang bersifat melawan hukum;
unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/per-
undangan. dan terhadap pelanggarannya diancam pidana; unsur waktu

tempat dan keadaan.’
Pada rurusan tindak pidana pencemaran dan perusakan Imgkungan

hidup nRsYr- unsumya berpedoman pada pasal 22 ayat {1) da-'z (2) Undang-
Undang Nomor. 4 Tahun 1982 vang dapat dltelm dan dmralkan sebagaI
berikut ;.

i. Unsur subyek: telah jelas dirumuskan sebagaimana yang tercamtum yaitu
“Barang siapa”. Ini berarti bahwa tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup dapat dilakukan oleh siapa saja. _

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 - -




undang perundangan dan terhadap pe!aneﬂal n}u dzam.am denean pidana; seear:
1ersebut. dn’umuskan sebagal. melaimkannnd l\an yang menvebab-

vang dcmzan i\esaldhm “dan atau kélal nnya mengaklbaikan imbulnva
pencéntaran “dan pe:usakan Jingkungadn hidup vang' bersafal meiawani'
hakam: dilavane atan - dihdruskan” dai” diacam oleh undang undang®
(Ktaisifikasi pencernaran dan perusakanlingkiingan h}dup secara Tinéi felah”
ditentukan oleh Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan ling- -
kungan HidupNomor: Kep:02/MENKXLH 1988 tanggal 19 Januari 1988 -
tentang-Pedoman:Penetapan’Baku Muto Lingkungan). Tinddkan yang~
bersifat melawan hukum tersebui :unduk pada ketentuan hukum ?%egara:'
Repubhh Indonesza 2

I--'ukia‘pentemai"ﬁn --dan r‘)érdsa’kaﬁ lingkungan. e

17 }\asus 430s pencemaran’dan p'e'fus‘ai\an lihéléuhghti h'idtifi‘di Indonesia
Kemahian-Kemajuan' vang felah dicapai “Bangsa™ Indonesia “dalam’
pembangunan ternyata tidak hanyva memberikan dampak positip
melainkdn juga memberikan-dampak negatip yang justru dapat ‘merugikan
kelangsungan hidiip Bangsa Indonésia sendiri. Salah satu’ Leruglan tersebut”
berhubungan denganlingkiiigan® hidup vaitu’ “akibat sampingan” dari’
pembangunan mdusm )ann memmbuil\an pencemaran dan pemsakan
lingkungan hidup:” :
Melalui media massa sebag:ax salah satu sarana komunikasi, -

AT SAE TR LU SR TE It S JIO
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berbagai kasus pencemaran dan perusakan hngkungan h_zdup yang ter;ach

perusakan lmgkungan hidup sangat membahnayakan kesehaian dan
keselamatan hidup karenanya kepentmgan untuk menanggulangmya sudah

pencemaﬁéh Hal ini méﬁarzk perhatian para ahll dari berbaga1 daslplm
ilmu untuk menganallsa dan membahas masaiah Imgkungan tersebu[ ke

“Prof Dri Koesnadi' Hardjosoemanirl SiH. saiah seorang ahl hukum_
Indones:a Dalam tulisannva; béliau juga fmencantumkan tindakan-
pencemaran hngkungan hzde vang wrgada dsbﬂberapa daerah di
Indonesz '

qeka _ng dlpmdahkan jatih dan loka51 Demukiman

b Penc.emaran lmgkunsan oleh pabrik mmyak pe!urnas bekas d1 Tulung
Agung Jawa Timur, diselesaikan dengan menyarankan meninggikan -
cerobong asap =+ 20 meter dan membuang hmbah Jauh darl sungax dan-
SUMUr-SUmur, . o

C Sebuah pabnic penyedap rasa P T SI dl Proboimggo telah mencemar- .

pada masvarakai yang dirugikan ot
d. Udara dan bunyi/suara mengak:bati\an pencemaran yang dltlmbulkan
oleh perusahaan P.T. BOS di Bogor. Kemudian diatasi bersama-sama
Kanwil Perindustrian Jawa Barat; Balai Bahan-bahan di Bandung, Di- .
rektorat Jendral Aneka Industri dan Pemda TK. I Bogor. Disarankan
agar, perusahaan dapat meninggikan cerobong asap.dan memakai alat
peredam suara pada. mesm kompresor saran tersebut sudah dilaksanakan.

e, Kasus yang cukun ramal yaltu pencemaran udara dan bahava kebakaran
vang dlumbulkan oleh pabrik Cat/Thinner SB di Tangerang-Jawa Barat
telah diselesaikan dengan -nenmdahkan lokasi pabrik. 10 :

Seiam kasus kasus di atas ma51h terdapat beberapa kasus lam yang:.

10 Prof Dr i\oesnadl Hardjasoemamn S H Hukum 'I‘ala ngkungan, &ogyakarla Gajah Mada
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“Peranan”

yanz semua 1tu menuntut perhanan kna untu;c menanggu}angmya sehmgga
dapai menjamin teruptanva keiangsungan hldup bangsa dan pembangun—
an n'_lswml Indonesxa :

pmanann\ a dt bidang pembangunan hukum yaxtu dengan menyldangkan
' kasua pememas an, hnal\uncan yang terjadi di: Kai: Surabay ~J awa Timur .

1g: udal\ kalah menarik karena hasﬂ puwsan Majehs Haklm di
Pengadilan Negeri:Sidoarjo yang menangani kasus itu menvonis "Bebas”
terdakwa pemilik pabrik tahu P.T. Sidomakmur dan Peternakan babi
P.T, Sidomulyo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sehingga
F aksa yang bertindak: sebagal penumut umum pada'kasus ity menga_;ukan

Késasi“atas putusan tersebut,
i ebih 1an1u1 hasil peniantauan ‘harian’ ”Tempo” No 32 Tahun XIX
tanggal” 20 Mex 1989 mengulas sebagai benkut A FAnEE

TEM BO!\ TEBAL DI KALI SURABAYA

.............................................. R T N T T T

Oktober 19%"’ ditemukan peneemaran d: berbagar pabnk re.rmasuk paan rahu PT
Sidomakmur dan peternakan babi PT Sidomulyo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anan
Sidoarjo Untuk lebih menyakinkan. KPPLH Sidoario meminta bantuan Balaf Teknik
Kesehatan Lmvkungan (BTKL) Surabaya unruk menéliti’ hmbah dari pabrik- ‘tersebut;

Pada ranggal 19 Juli 1988 BTKL Surabaya mengiri hlinya ke lokasi pabrik tahu dan
peternakan babi itu, Didampingi sebelas petugas Polres S:doa'r;o, secara diam-diam mereka
mengambu' contoh air di saluran pembuaﬂg&n fimbah. Di P.T. Sidomakniur ditemukan
kandungau BOD {Bw}og:caf Oxygén Demand-atau Kebuitithan Oksigen ‘Biokimia) ‘seban vak
3:095,4 mg-perditer dan COD{Chemical Oxygen Demand arau Kebutuhan Oksigen Kimia)
sebesar; 12:293 me.perliter sedangkan di P.T; Sidemulyo, BOD sebesai 462,3 mg per liter
da LoD sebesar 1,802,% mg per Iiter., Sedangkan pada Surat Isepumsan Gubernur Janm
No. 4171953 disebutkan bahwa batas maksimal Kebutuhan Oksigen Biokimia {BOD) adalah
30 mg per liter dan Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) adalah 80 mg per Iuer Jad: ;e]as]ab
bahvva asil pen»!man di‘atas mbang batas maksimal. 7 o

Atdis Basaritulah plmilik pabrik atas nama Bambang Gunawan (d7h Oei Ling Gwat) berumur
48 tahun diseret ke meja hijau oleh Jaksa Svamsuddin Yusuf dengdn todubian mencemarkan
lingkiingan KalisSurabaya:faly imennatui pidana ‘enam’ bulan kurungan dengan’ masa
percobaan satu tahun, atau denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).”.
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Akatl feptplaksi- saksivang digjukan memberikain keterangan yang saling, berteatangan.
udoro .epala, Dmas Pr.rmdusrndn S‘.ldOd!‘jO mrsa]nm, nmrcmnp dara Balzu Pcnel:smn

7 Funi !988 reroatat Eahu.a BOD )anvdmandung dalam Imbah tersebui 17,34
Hiter i (OD 68,58 mz pér' lira &ant’ ICDIUJMd masrh di bawah ambane bﬂtas

Suwaiidi Kepala Balai Tekuik: Kesehatan Lmﬂlsuns:an Surdbam (U[asan ‘ini ‘adalah ‘hasil
telaahan penulis terhadap topik lingkungan di-Majalah Tempo No. 12 Tahun XIX halamari

Putusan Hakam Atu tentunya.beralasan karena keteraugan ahll yang
diberikan di pemdangan saling bertentangan dan . masing-masing
mempunyai bukti-bukti yang dapat, dzpertanggungjawabkan Atas dasar
itu Hakim berpendapat bahwa memang terbukti telah terjadi pencemaran
lingkungan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,
seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor -8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, pasal 191 ayat (2) sebagai berikut ;

"Jaka peuuadslan herpendapai imhwa perbuatan Fang d:dakwakan kepada terdakia lerimkl:.
telapn perhualan it tidak merupakaa. suatu lmdak ;:uiana, maka lerdak“.a élpu!us lepaz,
dari seuala luntutan hukum" 1 :

N ¢

A Polri pengemban tugas kepolisian, ©

...Polri .sebagai. salah satu unsur. Angkatan Bersenjata:Republik
Indonesia ‘adalah:-Bhayangkari Negara dan Bangsa ‘Indonesia 'yaitu
pembeia/ pengawal negara dan: Bangsa Indonesia terhadap segala macain
bentuk’ ancaman, tantangan hambatan dan gangguau yang datang dar:
datam..

Tuuas Polri seb'\ﬁal pembela/pengawal negara dan bangsa diwujudn
kan dengan melaksanakan tugas-tugas kepolisian untuk senantiasa
menciptakan suatu . keadaan yang tenang, tentram . dan aman dalam
kehidupan masyarakat. :

Lebih rinci tugas-tugas kepohsmn 1tu duelaskan dalam undang-
undang scbagai berikut




njamin keamapan-gmem. o we
menjalainya.penyakit penyakit
regara gangguan dari dalam
orang, henda sia.x% masysrakat,

1. a. Memelihara ketertiban.dan
“b. Mencegah dan membe
& Memelihara keselama
"¢, Memelikara v

dan pertolonpan, =
e. Menguszhakan ketaatan warga-negara daza masyara
Mega

rﬁxésuk memben perimdungan

1 terhadap peraiuraa-peramran

2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran
menurut ketentuan-keteninan dalam Undang-Undang Hukum: Acara:Pidana.dan dains
lain peraturan Megara R

&5 EMeﬂgawasa ahmn-zlxmn_kepercayaan yang dapai membahayakau ma.syarakat, daﬂ negara

4.“'Meiaksanakan lugaa 1A husus lam yang drbenkan Repadanya n!eh suaau peraiuran

media massa ‘telah damanfaatkan secara fungszcnal sehmgga dapatd.
menunjang kelangsungan pembangunan nasional di segala badang Dalam
bldang tugas X epohs;an untuk memantan. dan. menangkal setiap- bentuk .
kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi, Polri.dapat'menelaah dan-
menganali form¢ 1,yang bex@hubungan___dengan‘kewenangan- tugasnya

B. Poin sebagm penyxdlkw"

Berdasarkan Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang I—Yukum“
Acara Pidana, disebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan ?oiri
berkewaglban dan mempunyal wewenang sebagai benkut o '
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i. Menerima laporan atau-pengadean’ ‘dart seseorax:g ieatang adams tmdak pldana '
2. Melakukan tindakur penams padd Gast G témpat kajadian v

3. Menyuruh berhenti seorang: tersanghh dan miemeriksa tanda peﬂgenal dm !ersangka.
4::Melakokan: penangkapan; penahanan; ‘paniggeicdaban dan ;}enyaman
S. Melakukan pemeriksaan dan g:zesmtsan sural.
&, Mengamhil sidilc jari dan” memotrat® SEseorang, o
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperikss sebagai fersanpka atas saksi)

8. Mendntangkan arang ahbi yaag di ﬁukaﬁa dalam imbungannya dengan pememksaan_

9 Méngadakan peuaheunan peayidikan. : )
16. Mengadakan findakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, 137

N K;_Daiam ‘hal penyldikan Poir: se{elah :mengetahui-adanya suatu
pemtlwa yvang patut dlduga merupakan suatu t;ndak paciana telah
mempunyai kewajiban unrak melakukan peiividikan. :

Unsur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan penyidikan adaiah

"telah diketahui” terjadinya suatu penstlwa yang patut diduga merupakan
tindak pidana. Jadi tanpa diketah rlebxh dahuiu tentang Dperistiwa itu
maka "tidak ada" kewajiban bagi Polri untuk melakukan penyxdikan
ada” kewajiban bagi Polri untuk melakukan penyxdlkan ' i}
Peiaksanaan penyldtkan ltu tidak harus menunggu iaporan darx
masyarakat aid pun orang’ yanu darug:kan akibat terjacilnya tmdak pldana
yang patut’ dlduga tersebut 1511

Dengan demikia'n 'apabxia telah terjadl suatu perlsuwa yang patut
diduga merupakan tindak pidana, penyxdzk dalam hal i ini Poln wajzb segera
melaknkan tmdakan penynd:kan sete}ah meénerima laporan atau pengaduan
dan” atau’ sebelum/tldak menenma l&poran atau pengaduan dan
masyarakat’ ataupun orang yang d!rugakan sedangkan penyldik mengetahm
terjadinya peristiwa itu, Ketentuan ini tercantum di dalam pasal, 106
Undang Undang Nomor SVTahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana
sebagal ber'kut s .

Penyzd:k yang meagerahw mcnenma Iaporan atan pengaduan remang tcr;admya suatu
peristiwa yang patut didiigs merupakan tmdak pm‘ana wa;zb segera mefai ukan zmdakarz
peny:d:kan vang diperlukan?: 14 5. s oo T P e .

iy

" Ini tidak berarii bahwa peranan ‘Polri pasup yaitu hauya mengetahul _
seteiah menerlma Iaporan atau pengaduan tentang telah terjadmya suafu |
penseiwa yang patut d:duga seba ai suatu tindak p;dana dari masyaraka{ _
ataupun orang yang dirugakan Melamkan Polrl harus selalu tanggap
terhadap setiap permasalahan yang timbul dan ‘patut dxduga sebagai tin
dak pidana yang terjadi di tengah tengah kehldupan masyarakat

Mengenai ketentuan pembiayaan selama penyidikan dilakukan
sehubungan dengan telah terjadinya suatu’ peristiwa yang patut dnciuga

1 4, Tambunan, $,H. Kitab Undarg-Undang Hukem Acara Pidana Cp, Cit, p. 12

& s



JPeranai.

merupakantindak: pidanasadalah’ memada tangg{mgan negara (pasal 136
UL No: & Tahun-1981). 8 e s
JinoJadi jelas bahwa semua blaya vang dxkeluarkan ciaiam rangka
kepentingan penyidikan untuk mencari dan: menguatkan bukti-bukt yang
dilakukan sejak-awal penyidikan sampai: dihmpahkaﬂnya perkara tersebm
ke persadangan adaiah dzlznaya; oIeh negara. jrerind o

C Peranan Polm d1 dalam menangan; perkara tmdak pxdana pencemaran
dant perusakan lingkungan-hidup:ins : -
«on aTelah ddiuraikan:sebelumnya’ bahw .Poiri sebagax penyldain telah
mnmpun} aiwewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan setelah
mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang patut-diduga sebagai tindak
pzdana MNamun ‘demikian dalam:penegakan hukumterhadap:kasus
pencemaran dan’ perusakan lingkungan hidup telah ditetapkan pedoman
pelaksanaantersendiri untuk’ msnanggu}anal masaiah pencemaran dan
perusakan:lingkungan hldup tersebm B YR M : Tt d

Penegakan vhukum - dalam La@us sPERCemMaran’ cian perusakan
hngkungan hidup selain meiibatkan Polri juga melibatkan empat instansi
pemerintahlainnyasiivaitus Departenien. Dalam  Negeri, - Depariemen
Kehakiman, Kementrian Nﬂgara Repmdudukan dan ngkuneaﬁ Hidup
sena KejaksaansAgung Rl i

w:Darichasil kesepakatan kehma instansi pemermtah ztu dike!uarkan
Prosedur Peranggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup seperti’ yang dicantumkan!dalam:Surat: Edaran -Menteri -Negara
Kependudukian o +dan - Lingkungan.  Hidup - Nomor:
03/ SE/MENKi }}/6/1987 tanzgfil 5 Jum 1987 -aniara Iam ‘:ebagaz
berikut v

”i aparan dan pendernm slan angaoia maswamka{ lemang telah terjaﬁmga pencemaran dan
atan perusakan lingkungan hidup disampaikan kepada aparal Pemerintah Dacerah vangwajib
dengan segera meneraskannys kepada Bupati/Walikolamadya ?sepala Daerah ngkal if
dengan. tembusan Kepolisian Rl, sedangkan aniak DKI Jakarts laporan diajukan. Lapada
{mhernur }xe;}aia Dnerﬁh E\hmua tha Kota Jzkarta dengﬂn iemhusan kepada E&epﬂhsmn
BRI, ‘masing-masiag yang me"ﬂi;mu"u mimah Mkaaz ierjadmu mmnmamn d i ahu
peralsak,m img,kamgan iiidup : :
"Eerdasa.r;‘an baham’helera'igm yang diterimanya dan atau dari hasil g}emehdakan sendiri,
im:pehs&aﬂ i me!aiﬂukan penyad:kan sesual dﬁeagaﬁ yemturan g}erundmng—unﬁangnn ¥ang
berlaku”;

"Berdasarkan hasil penyidikan oleh Kepolisian Rl diambil Eangi«ah-imagi‘nh tuntutan %m!«.um
sesuai dengaﬁ pemiuraﬂ permdaﬂg- ndarga-a %ang berlaky”. 16 o

?Suua., P52

t6 Pedoman Pelaksanzan Peraturan Pei_nerin't'ah Nomtor 29 Talivn 1986 ient‘.'s;'ig Ar.)ai'isis'Mc.n:généi
Dampak Lingkunean. Sekretariat Menteri Megare Kependuduekan dan Lingkunean Hidup, Tahun 1987,
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i Konsekuensi:prosedural dari ketentuan: pelaksanaan’ ity menunjukkan
bahwa Polri mengetahui terjadinya pencemaran ' dan perusakan lingkungan
hidup 7 setelah: menerima - tembusan. laporanspenderita atau anggota
maaycudkat yang duu“;kan dari:Pemerintah Daerahivang bersangkutan.
Hal:ini'berbeda ciengan proses pengaduan-tindak pidana:biasa karena
pertimbangan teknis bahwa selain:diberlakukannya ketentuan pidana pada

“setiap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga dapat
diselesaikan melaluisaluran: hukum perdata. maupun-administrasi. -
Ataupun apabila dipandang perlu ketiga saluran hukum itu dapat sekah«us
dncrdpkan dalamisatu perkara tindak pidana pencemaran:dan perusakan
lingkungan . hidup: yang: tentunya: penerapan ‘itu harus- sesuax df.ngan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.: : o

...Sel_am itu baik tindak pidanabiasa maupun tlndak pldana pencemaran
dan“ipénisakan_-_Iingkungan hidup kedua-duanya bukan merupakandelik
aduan®Denganivdemikian =secara--hukum tetap -tidak.:menutup
kemungkinan Polri melakukan penyidikan' sendiri terhadapi-kasus
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

oiDart sekian banyak:kasus pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup yang terjadi di Indonesia, banyak:vang tidak kita temui kasusnya
di:pengadilan. Padahal Polri baik:sebagai penyelidik :maupun sebagai
penyidik stelah:berwenang -dan. berkewajiban untuk melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut. Lale mengapa
kasus tersebut ‘banyak vang tidak-sampai ke pengadilan? Sampai sejauh
manakah péranan Polri dalam kasus-kasus tersebut? Apakah Polri belum
tanggap terhadap permasalahan dingkunzan? - Ataukah karena belum
mampu menangani secara teknis kasus- kasus pencemaran dan; perusakan
lingkungan-hidup yang terjadi?:

Inilah yang patut dipertanyakan sehubungan dengan banyaknya kasus
pememai an dan perusakan Euwkungan yan;, ndah Sdﬂlpdl Le peawada!an

E) Panddngan penuias

Menganahsa hasd u}asan pada kasus tindak p:dana pencemaran
hncrkung,an hidup yang tergadl di Kali Sus abayd (Bab 111, Sub Bab C, Sub-
sub Bab 2), timbul kesan bahwa hasil penyelidikan dan . penyldlkan
terhadap kasus terschut sebenarnya belum siap SLanUhn}d untuk
dli;mpahkan ke persidangan. ‘Hal ini'terbukti dengan adanya keterangan
ahli yang'saling bertentangan di antara para saksi ahli sehingsa Hakim
menetapkan putusan "Bebas’,

Seharusnya Polri ddpat berperan Cii bahk pus;dangan nu uniuk
merelevansikan keterangan ahli dari para saksi ahli tadi yaiut pada saat
dilakukannya penyidikan. Tetapl patut disadari bahwa profesionalisme
Polri. dalam bidang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
khususnya serta masalah lingkungan hidup pada .umumnva masih
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_11\uwunv§“1pl\dn Ldlalan ia.pm an. BI’PI bidodxm mng mc,m,amuml\dn
‘ndhwa pcngamb;im sampeln"d;r, ..buz_lgan.._,lw_..dﬂa!;uk_’u_a.oie_h_ }("s_zyawan

“asm /ICI‘SLbL!I karena iaito: oi_ckt_m{as

Dcnun mLhiml ia'ml iaperan BPPI Sid@dl‘]t‘):‘}&n“ d:i&kukan pada
el 4 Juni 1988 jf.?]’ 'sud htidak akurat lagi bila ditinjau dari waku
entras: zat }clmla 1iu s&icﬂu akan herubah

dikaiikan clcngz—m hasil pcnd;uan Yang dliakul\dn BEREL bumbaya bel saTma
Polres Sidoario pada tanggal 19 Juli 1988, Berarti terdapat selang wakiu
A8 (empat pulub Hma)had, tentu sajaselama itu konsentrasizatkimia
di-dalam limbahiakan bervariast sesual dengan kualitas maupun kuantitas
procuksi-yang dihasilkan aleh:pabrikitersebut: Makin baik kualitas dan
makin banyaknyarkuantitas produksi-yang dihasilkan akan'makin-banyak:
pulaskonsentvasi zatkimiavangidigunakan begitupun: sebaliknya.

s Halvinilahsebenarnya vang harhs dijadikan bahan pertimbangan Polri
(Polres Sidoarjo) di dalam memyusun berkas penyidilian perkara sebelum
dilimpahkan:kepade penuntuiumum uniuk diajukan ke persidangan.

U Sangatdisayangkanbahwa didalam tulisan Majalah Tempo No.12
Tahun X1Xwyang mengungkapkan kasussiersebut, tidak disertai dengan
uraian:yangamenerangkan-tentang kegiatan:atan langkah-langkah yang
icialt sdilaksanakan oleh Polres Sidoarjo: sehubungan- dengan penclitian
vani:dilakukan bersama-sama BTK I Surabaya sehingga hal ini membatasi
WAWASA penuiis" di rdalam menanggapi.kasus pencemaran ter scbut
Hmsusma yang menyangkut masatal penyidikan. : S

“T¥art adasan. ire penulis ‘berpendapar bahwa lanekab-langkah yang
dapm dilakukan Polres SldOdI‘]O pad’% pe;&ydxdlkan dan peny;dlkan kasus
lCI sebut adalah

wikut menelit: buaﬂaan atau 11mbah pabrtk tersebuz
2 Pada saarmeiakukan penelitianchai-hal vang harus dlperhatmap adaiah
mengadakan koordinasi‘dengan instansi terkait (dalam:kasus ini adalah’
BTKIL Surabaya, BPPI Sidoarjo, Pemda Jawa Timur dan istansi lain vang
mungkin dapat ‘memberikan dukungan demi kelancaran” pelaksanaan
penelitian, juga : terhadap .peralatan” yvang memadai sehihgga -'akan’
memperiancarjalannva penelitian: dan penyelidikans :

3. Tindakan vang dianggap per]u untuk dilaksanakan dilokasi keladlan
antara ain : :

‘Melakukan tmdakan pengamanan ternadao korban dan

masyarak'u Sak;tar ipkast kejadian juga terhadap ma}(hiuk hidup

I T T T U R . T3 DOUNT S P
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terjadx korban ataupun bila chperkzrakan akan timbul korban).

b Mengadakan tmdakan prakns sepertx, mengambﬁ sampel yang acia
.. idengan peralatan steril, :mengirimkan dengan segera sampel itu ke
- i-daboratorinm untuk diteliti, mencatat specifikasi atau keadaan yang
--dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik kimiawi maupun fisika zat dari
limbah tersebut misalnya; waktu; tempat, cuaca, suhu maupun kadar -

L .keiarutan asam, basa iarutan ‘dan lain- iamnya

4 c.__Mengadakan wawancara dengan orang yang dlanggap basa dlj aci1~
. kan,saksi seperti ahli untuk dimintai keterangannya sehubungan
L dengan hasil penehtzan tersebut, juga terhadap korban bila pada kasus

_'.tersebut telah memmbuihan korban.. o :

4; Hasii penelitian im harus diiampirkan pada berkas penyidikan perkara
sebagai. lin put!spenuniutan bagi penuntut umum bila telah ditemukan
bahwa :di- dalam- limbah itu telzsh memenuhi ‘unsur-unsur pidana
pencemaran lingkungan. Oleh penuntut umum hasil penelitian itu juga
merupakan ‘bahan telaghan untuk menentukan sampai sejauh mana
pencemaran iu terjadi dihubungkan dengan ketentuan pidana vang telah
ditentukan dalam undang-undang.

:. Selanjuinya  penulis - juga beranegapan bahwa pada masalah
pembuktzan dan keterangan:ahli-khususnya vang digunakan oleh BPPI
Sidparjo pada kasus pencemaran tersebui. terdapat pengaruh unsur
subyektivitas yang tersembunyi. Ini bisa kita temui pada catatan laporan
EPP1 Sidoarjo yang mencantumkan bahwa pengambilan .sampel air
buangan ditakukan oleh karyawan perusahaan bersangkutan, tetapi pihak
BPPI Sidoarjo masih menggunakan laporan itu sebagai keterangan
persaksian pada persidangan perkara pencemaran tersebui. Sedanskan di
pihak -lain, baik Poires Sidoario maupun BTKL Surabaya belum
mengetahui catatan faporan itu sejak dari pelimpahan perkara itu ke
persidangan sampal ditetapkannya putusan Majelis Hakim.

Jadi dapat dianalisa bahwa masalah’ pembuktian akan selalu timbul
dalam:setiap kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Demi
penegakan hukum dan untuk menghindari subyektivitas: pengambilan
sampel aiaupun terhadap masalah pembuktian seperti tersebut pada kasus
di-atas, sudah seharusnya Polri sebagai penyidik melakukan penelitian
dan penyelidikan sendiri bila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga
sebagal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang
tentunya dengan berdasar pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini menimbulkan beberapa pertanyaan: Scandainya
demikian sanggupkah Polri menyediakan sejumiah tenaga ahli di bidang
profem Imﬁkungan Imiup ﬁnpa E\,eierganzunﬂan dengan instansi lain? Atau
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S yang dlheluall\an“ seiama !\{:Giéian penvchd:kan dan penyldxkan

dilaksanakan adalah menjadi tanggungan negara {pasal 136 UL No.8
Tahun 1981) #17, Dengan demikian kepada siapa atau kepada instansi

E_manakah ‘biaya penehnan dalam rangka .penyehdlkz_m dan; penyidikan

dan penyzdtkan yang d}lakui\an Polri terhadap permasaiahén 4iingkunga.n
hxdup yang sa'npai senarang masxh merupakan te}ca tekx yang. harus

Ka:enany’a pada er, ; ek&rang ma sudah sangat dlrasakan periunya
pemantapan profesmnahsme Polri dlb;dang penvelidikan dan penyidikan
kasus-kasus lingkungan hidup yang didukung kendala-kendala lainnya
untuk menunjang tugas-tugas ‘tersebut Sehingga kéberadaan hukum di
tengah-tengah.masyarakat dapat dirasakan manfaatnya. Apalagi program
pembangunan akan “berlangsung’ terus 'secara’berkesinambungan dan
tentunva akan menimbulkan remko permasalahan i:ngkungan h1dup yang
semakin Lompieks it T e

Penu!up

A Kcs;mpu]an

"Sefelal ‘meng'ur‘éikaﬁ "berbagai permasalahan vang berhubungan
dengan peranan Polri sebagai penyidik dalam perkara. pidana.pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup pada bab-bab terdahulu maka penuhs
mensampax}\an kesimpulan sebagai berikut C e

. Polri belum mampu berperan secara profesional sebagai penyidik
perkara pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidupbaik ditinjau
dari .aspek, personil Polri jw scndln sarana: dan, peraiaian penelitian

maupun :dari aspek. pemb:avaan dalam rangka penelitian. Hal .ini
disebabkan .oleh kurangnya pengetahuan- yang dimiliki. .personil Poir;
tentang permasalahan ]mgi«un an hidup dan. terbatasnya kendala yang
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan dan penyadtkan pada
kasus pencemaran dan perusakan lingkungan. s i

2. Dalam upaya penanggulangan dampak pencemaran dan perusakan
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3 n Imgkunéan Endup
secara Suplhdk ak1bdm_\,a d&sLs yang Ll;nmbu[kan
atal d1alaz’m O]Gh masymakat '

J'peizuhs mgm mr;ng,aﬂ;ukdn

s zan pemmb ingan St.baﬂal masukan

untuk ké}f‘éht’ingﬁn penegak"hu” ‘di bidan lingkungan Khususnya yang

berh ungan dengan penyelidikan dan penyldlkan perkara pencemaran
' giéungan hldup sebagal bem%{ui

1 Perly acianva penmgkatan muty profesmnahsme Poiri sebagai peuyxd:k
khusus di dalam menangam perkara pidana pencemaran dan perusakan
i:nakunﬂan h;dup yang dapat dxupaya!xan denﬂan cara

.. Menvadakan penataran penataran atau kursus kursus tentang
,.imasaiah lingkungan hidup bagi personil Polri yang sifatnya praktzs
sehmgga dapat iangsung ditezangkan di 1aparagan -

b Memperbanyak tenaoa profem hngkungan ke daiam jajaran Polrl
melalui pendidikan militer sukarela bagi para sarjana.

¢. Memperbanyak dan meningkatkan sarana dan prasarana yang
dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penvelidikan ‘dan
- _pf_;ggl;!;iggﬂ__@g 1apg_ng_§1_n scp¢rt; Eabo:at_q;xpm_lmgkungan dan :lamflam.

2 Perlun) a penmgkatan hubungan ker;a qama aiau koordmas1 yano baxk

undangan vang berlaku sesuai bzdang Tigas,” fungs& dan” kewenangan
masing-masing_.

3. Pemermtah perlu segera menetapkan pedoman pelaksanaan bagi instansi
atau " lembaga’ pemerintah’ mana yang ‘berwenang membiayai ‘segala
%\&gtatan penyehd:kan maupun penud;kan khususnva pada ¥asus
pencemaran “dan perusakan E}:}ﬁkunoan yarsg dlduga telah nh.menuhl
unsur-unsur tmdak padana T :
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